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BUPATI PElvIALANG
PROVINSIJAWA TENGAH

PERATURANBUPATIPEMALANG
NOMOR TAHUN2025

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATI
NOMOR86 TAHUN2017 TENTANGPEDOMANPENGELOLAANASET DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHIvIAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIPEMALANG,

a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Aset Desa telah menjadi pedoman
dalam penyelenggaraan tata kelola aset desa, namun dalam
pelaksanaannya masih terdapat kebutuhan penyesuaian
terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan
dan dinarnika kebiiakan nencelolaan aset desa. kh'uauanva

..J .L (.J ./..;

mengenai tukar menukar tanah kas desa untuk proyek
strategis nasional, untuk kepentingan umum, untuk bukan
kepentingan umum, serta untuk kepentingan desa;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
ten tang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun
2017 ten tang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, agar selaras
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan memperkuat kepastian hukum serta
meningkatkan kualitas pengelolaan aset desa sehingga
danat rnerrinzkatkan nend8natan desa:

.1. L) .L..t. "

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 86
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
P"".,..llhaha,., U""...1lla ataC' TT,.,...1o,., ....._TT,.,...1o,., ..... 1\.T",...,.,,,,.,.. h. 'T'ahll"Y'l
... V..L""'-_""- ;a,._"""'-'""'- 10..1 '-'L .L.&.b ....,.&. \"A. O .&.'1'-# '-"''''' '-' .&.~ -....... ...

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun :2U14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Renublik Indonesia Nomor SS~qL aehasnimana telab diubah

..l. I; (.J

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 286) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam NegeriNomor 1Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
243);

7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Aset Desa:
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMANPENGELOLAANASET DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 86), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasall diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pemalang;

2. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang;

3. Kabupaten adalah Kabupaten Pemalang;

4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pemalang;

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, darr/ atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Repuhlik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan adalah lembaga yang
~ __ 1_1 ~ 1__ ._ C ; ~ ;~-I-_1.. ~____ __ _ -I- ~ __

H1Cld.l.\.;::)CUld.l.\.dJ.J. 1UJ.J.~;::)l PCll1Cl111ldJ.J.dJ.J. Y dJ.J.~ dll~~U lCUl Y d

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
n ...,fr"!_"''''J''_.'I''''' ~ __ T"\_",_ n ;_+_~ T""\_ ........_ ~ __ ,'li_I"OIi, ....._
.1 \.r.LJ..l.lU~ya.vva..la.I.a..l.l .LJ\.r~a., .1 \.r.l.lJ.\.r.l.lJ.J.I.a..l.l J...I\.r~a., u.Q..lJ. UJ..l~U.l

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

https://jdih.pemalangkab.go.id



4

10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan

11.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas
beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau
npr{"\lph~n h~k- l~lnnv~ "u~nO"s:.~hr-· _._.._. -----.---...J - J ---0 ----.

12.PengelolaanAset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai
dari Perencanaan, Pengadaan,
Pemanfaatan, Pengamanan,
Penghapusan, Perrrinrla htAnm:~nAn.- -------~---------O-------7

Penggunaan,
Pemeliharaan,

PpnAtmHmhAAn.- - ---- --- -_._ ----------}

Pelaporan, Penilaian, Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian Aset Desa.

13.Perencanaan adalah kegiatan merumuskan rmcian
kebutuhan Aset Desa sesuai kebutuhan untuk
menghubungkan Pengadaan barang yang telah lalu
dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar
dalam melakukan tindakan yang akan datang.

14.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan
pemenuhan kebutuhan Aset Desa dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

15.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa dalam mengelola dan menatausahakan
Aset Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi
Pemerintahan Desa.

16.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa yang
tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pemeritahan Desa darr/ atau optimalisasi Aset
Desa dengan tidak mengubah status kepemilikan.

17.Sewa adalah Pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan
uang tunai dengan tidak merubah status kepemilikan
Aset Desa.

18.Pinjam Pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara
Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya
dan / atau Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa
setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima
imbalan.

19.Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset
Desa oleh pihak lain dalamjangka waktu tertentu dengan
menerima imbalan dalam bentuk uang untuk
meningkatkan pendapatan Desa.

20. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Aset Desa
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan
bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya,

----------- -----
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kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam
jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk

darr/utau saran a berikut fasilitasnya setelah berakhirnya
jangka waktu.

21. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Aset Desa
hprnn-::. t-::.n-::.h n1ph n;h-::.1< l-::.;n npT'lO"-::.n C'-::.r~ mpnrl;r;1<~n
~~. ~.I:""~ ~~.~ •• ~.~ •• .I:"" ••• ~.~ -~--. ~~--b~-· ~~-~ --.~--~~--~~-
bangunan darr/atau sarana berikut fasilitasnya, dan
setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada
Pemerintahan Desa untuk didayagunakan oleh pihak
lain terse but dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati.

22.Pengamanan adalah proses dan Zatau cara perbuatan
mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum,
dan administratif.

:LJ. i-emeunaraan adalah proses untuk menjaga dan
memperbaiki Aset Desa agar selalu dalam keadaan baik
dan siap pakai dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

~<t • Penghapusan anaian tindakan menghapus Aset Desa
dari daftar Aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa
untuk membebaskan Pemerintah Desa dari tanggung
jawab administrasi dan fisik atas Aset Desa yang berada
dalam penguasaannya.

25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset
Desa.

26. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset
....... ~ ...l:'_1~_1 -'- n :~..__l_ "" ...1 :... _
uC;:Sd. y d.11~ Ul1d.fi.U.t\.d.l1 eu u.eu d. rC111Cl111li::Ul UC;:Sd. UCl1~i::Ul

pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk
tanah danj'atau bangunan atau uang yang senilai atau
menguntungkan.

kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam.
bentuk uang.

28. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

29. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan

Aset Desa.

30. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada setiap
barang inventaris milik Pemerintah Desa yang
mf'nv:::It:::lk:::ln knnp 10k:::l~1 n:::ln kor1p h:::lr:::lnO"------J --------- --- -- ------- ---- --- -.- --~ ----0·
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31. Pelaporan adalah penyampaian data dan informasi yang
akurat terkait dengan keadaan objektifAset Desa sebagai

Aset Desa.

32. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang
didasarkan pada dataj fakta yang obyektif dan relevan
dengan menggunakan metodej teknis tertentu untuk
memperoleh nilai Aset Desa.

33.Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai danjatau
dimiliki oleh Pemerintah Desa dan tercatat dalam buku
irwerrtar-is npR~ ~ph~p"~l R~l~h sa+n sr rmber ppnc1~n~t~n---- -------.- - ---- -------0--- -----.--- ------- ---------- - -------.1.--------

Asli Desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan
taraf hidup masyarakat Desa.

34. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh
pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, danj atau Badan
Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan
dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya
penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

2. Ketentuan ayat (1)Pasa18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasa18

(1) Perencanaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
untuk kebutuhan 8 (delapan) tahun.

(2) Perencanaan kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1
(satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APB
~ J ~ ., 1. J e, '1 j 1- ~ i T""'\r,ue:sa sei.eran IIlelupernaLlKan xerereecuaan l"\.:seLue:sa
yang ada.

3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
ber-ikut:

Pasa135

(1) Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, meliputi:

a. Tukar Merrukar; dan

b. Penjualan.

(2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)huruf a berupa tanah danjatau bangunan.

https://jdih.pemalangkab.go.id
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(3) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b selain tanah danJatau bangunan

bongkaran bangunan.

4. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38

Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa melalui
Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasa135 ayat
(1) huruf a terdiri dari:

a. untuk Proyek Strategis Nasional;

b. untuk pembangunan bagi kepentingan umum;

c. untuk bukan kepentingan umum; dan

d. untuk kepentingan Desa.

5. Di antara Paragraf Kesatu dan Paragraf Kedua Bagian Kesatu
BABXII disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf Kesatu
A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kesatu A
Untuk Proyek Strategis Nasional

6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 11 (sebelas) pasal,
yakni Pasal 38A sampai dengan Pasal 38K, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasa138A

(1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk Proyek
Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 huruf a, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian
hf'rlln~ ll~n{J sesual rlf'n{J~n ketentuan npr~tllr~n.--- --r- ------0 ----0---- r -- ----------

perundang undangan.

(2) Besaran ganti kerugian berupa uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) .sesuai harga yang
rnenermtunckan Desa derican men P"Plln Rkan rrilai

L;J (J (J <...:1<-.;1

penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang
bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

Pasal 38B

(1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38A ayat (1) digunakan Pemerintah Desa
untuk membeli tanah pengganti yang senilai.

https://jdih.pemalangkab.go.id
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(2) Nilai penggantian wajar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38A ayat (2) meliputi kerugian fisik, kerugian non

(3) Dalam mencari tanah pengganti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Desa diberikan biaya untuk
pencarian tanah pengganti yang besarannya telah
rli},itllna rl~bm k-prllO"l~n non fi~lk----------0 ------ ---- -0---- ----- ------.

(4) Pencarian tanah pengganti oleh Pemerintah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan selama
jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasa138C

(1) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasa138A
ayat (1)dilakukan dengan ketentuan:

a. Aset Desa berupa tanah yang akan dilakukan Tukar
Menukar untuk Proyek Strategis Nasional merupakan
wilayah kerja Proyek Strategis Nasional sebagaimana
termuat dalam penetapan lokasi dari Gubernur atau
Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan

1 1perunuang- ulluangan;

b. Pemerintah Desa telah mendapatkan persetujuan
pelepasan hak atas tanah dari gubernur; dan

c. telah terjadi kesepakatan mengenai besaran ganti
kerugian berupa uang sesuai hasil perhitungan tenaga
penilai yang bersifat final dan mengikat antara instansi
yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa dan
disetujui dalam Musyawarah Desa.

(2) Kesepakatan besaran ganti kerugian berupa uang antara
instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh
perangkat daerah yang membidangi urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa;

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampiri:

a. surat permohonan pelaksanaan musyawarah desa
mengenai persetujuan Tukar Menukar tanah kas
desa dengan bentuk ganti kerugian berupa uang dari
pemerintah desa kepada BPD;

dan dokumentasi musyawarah desa mengenai
persetujuan Tukar Menukar tanah kas desa dengan
bentuk ganti kerugian berupa uang;

https://jdih.pemalangkab.go.id
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c. berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana
huruf b memuat letak, luasan, harga wajar, tipe

d. bukti kepemilikan tanah kas Desa;

e. surat pernyataan kesanggupan dari pihak pemohon
untuk bertanggung jawab atas segala hal yang
ditanggungkan dalam proses pelaksanaan tukar
menukar tanah kas desa sampai dengan terbitnya
sertipikat tanah pengganti menjadi atas nama
Pemerintah Desa;

f. uartar inventarisasi Aset uesa yang menunjukkan
tanah kas desa tersebut sudah tercatat sebagai Aset
Desa yang diketahui kepala desa;

g. surat pemyataan tanah kas desa tidak sengketa yang
'-J 1. J .. 1 1 T;r 1. ~ ., 1. j.un.anuacangaru oreri J:\.epCllaue:sa uan uerrnererai,

h. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB)tanah kas desa dan bukti
pembayarannya;

1. nilai tanah kas desa berdasarkan hasil perhitungan
tenaga penilai;

J. Rencana Anggaran Biaya (RAB)penggunaan uang
ganti kerugian; dan

k. rancangan peraturan desa mengenai persetujuan
Tukar Menukar tanah kas desa dengan bentuk ganti
kerugian berupa uang.

Pasal38D

(1) Untuk mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas
tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38C ayat (1)huruf b, Kepala Desa menyampaikan
permohonan persetujuan kepada Gubernur melalui
Bunati dan diketahui Carnat denvan melamnirkan s'urat

.I. <J.I.

permohonan Tukar Menukar tanah kas desa dari pihak
pemohon kepada pemerintah desa dan penetapan lokasi
dari Gubernur atau Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38C ayat (1)huruf a.

(2) Bupati meneruskan permohonan persetujuan pelepasan
hak atas tanah dari Kepala Desa sebagaimana pada ayat
(1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
permohonan diterima dan dianggap benar.

(3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan,
Kepala Desa mengajukan kembali permohonan
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan
memperhatikan alasan penolakannya.

https://jdih.pemalangkab.go.id
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Pasa138E

(1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud
dalam Pasa138C ayat (2)ditransfer ke rekening kas Desa
setelah memenuhi semua ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38C ayat (1) dan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undanzan.~

(2) Pengalihan hak atas tanah kas Desa terhitung sejak
diterimanya ganti kerugian berupa uang, di rekening kas
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

1 ..... \ T"'\ • 1 T""- .1. ., ..,l-:>J renccuran uan renggunaan gaUL!xerugiarr uerupa uaug
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari rekening kas
Desa menjadi tanggungjawab kepala desa setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(4) Untuk mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menyampaikan
permohonan persetujuan pencairan dan penggunaan
ganti kerugian berupa uang kepada Bupati yang memuat
nilai tanah kas desa, nilai tanah pengganti, dan
penjelasan sisa uang berikut rencana penggunaannya
apabila terdapat sisa uang, dengan dilampiri:

a. Berita acara pencarian tanah pengganti;

tanah pengganti;

c. Peraturan Desa mengenai persetujuan Tukar
Menukar tanah kas desa dengan bentuk ganti

penetapan tanah pengganti atas uang ganti kerugian
hasil Tukar Menukar tanah kas desa yang sudah
diundangkan;

d. Daftar tanah pengganti dengan melampirkan nama
pemilik tanah, letak tanah, luasan tanah, harga wajar
sesuai penilaian tenaga penilai, alas hak tanah, dan
tipe tanah berdasarkan penggunannya.

(5) Persetujuan pelepasan hak atas tanah dad Gubernur dan
Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38C ayat (1) dan persetujuan dari Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi lampiran
yang tidak terpisahkan dari persyaratan pencairan dan
penggunaan ganti kerugian berupa uang dari rekening
kas Desa.

(6) Kepala Desa bertanggungjawab serta menyampaikan
laporan atas pencairan dan Penggunaan ganti kerugian
berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada Bupati melalui Camat.
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Pasa138F

Dalam hal telah dilakukan pembelian tanah pengganti yang
senilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (1)
apabila masih terdapat sisa uang menjadi SiLPAAnggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasa138G

(1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38C ayat (1)diutamakan berlokasi di Desa setempat.

(2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti
dapat berlokasi di Desa lain dalam satu kecamatan.

(3) Dalam hal lokasi tanah pengganti. sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)tidak tersedia, tanah
pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain dalam satu
wilayah kabupaten dengan dibuktikan berita acara hasil
pencarian tanah pengganti.

Pasa138H

(1) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38G dilakukan oleh Pemerintah Desa
dengan membentuk tim pencarian tanah pengganti
rleng~:m melibafkan rmaur Pemerirrtah Provirisi ,
Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan
Desajlembaga adat Desa.

(2) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan jumlah paling
banyak 11 (sebelas) orang.

(3) Kepala Desa menetapkan Keputusan sebagai dasar
legalitas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam
melaksanakan tugas.

Pasal381

(1\ Tim nencarian tanah neneeanti sebazaimana dimaksud, ,.&. ..&. '-.J""'" ......,
dalam Pasal 38H ayat (1) melakukan peninjauan
lapangan dengan melibatkan unsur pihak pemilik tanah
pengganti dan tenaga penilai.

(2) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh tim pencarian tanah pengganti,
un sur pihak pemilik tanah pengganti, dan tenaga penilai.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada avat (2)

dilampiri:
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a. berita acara pencarian tanah pengganti dengan
melampirkan dokumen proses pencarian tanah
1'"'\<"1'\('<(TO1'"'\t1 Tn1110; Nar; -nA1'"'\m1Tnl1Tna1'\ nAnNaftaran.t"'- ....l.bb'-A...I. ... '-'.L .&...a,..,L\o.o1.._.l.If.A..L """,,",,,".&..1. ..t"'- ......o-.....L.&.'""'-.L.&..L'-"'- ...... , 1:"'_.I..L'-'Lto.,..LL ...<i.A.. ... ~.L

tanah, verifikasi administrasi, scoring, cek lokasi,
dokumentasi kegiatan, hingga penetapan tanah
pengganti;

h. surat perrnohonan pelaksanaan musyawarah desa
mengenai persetujuan tanah pengganti dari
pemerintah desa kepada BPD;

c. surat undangan, daftar hadir, notulen, berita acara,
dan dokumentasi desa m f'n O'f'nR 1--- ~---0 - -- ---

persetujuan tanah pengganti;

d. berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana
huruf c yang memuat letak, luasan, harga wajar, dan
tine tanah nenazanti berdasarkan oencsrunaannva:

J,. ... f....J~ .L '--''-.-1 w' ~

e. bukti kepemilikan tanah kas desa;

f. bukti kepemilikan tanah pengganti yang
menunjukkan pemilik tanah sarna dengan nama pada
alas hak atas tanah;

g. dalam hal terjadi peralihan hak maka melampirkan
bukti peralihan hak atas tanah;

h. Peta Bidang Tanah (PBT);

1. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang
mencantumkan tahun perolehan, letak, luasan, batas
bidang tanah, dan status tanah, dengan diketahui 2
(dua) orang saksi dan bermeterai;

J. surat pernyataan tidak sengketa atas tanah pengganti
yang ditandatangani pemilik tanah dan bermeterai
diketahui Kepala Desa;

k. surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)Pajak
T""\- ..,.,_.. IT"'!o.T""'t.T""'"J.\ 1'" j." '1 .,. j.DUIlll uan rsanguman \rDDJ lClIU:Ulpengganll uan UUKll

pembayarannya;

1. nilai tanah kas desa dan tanah pengganti sesuai hasil
penilaian dari tenaga penilai;

m. rancangan peraturan desa mengenai penetapan
tanah pengganti atas uang ganti kerugian hasil Tukar
Menukar tanah kas desa.

(4) Tim pencarian tanah pengganti melaporkan hasil
pencarian tanah pengganti dengan melampirkan berita
acara pencarian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)kepada Gubernur.
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Pasa138J

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal381 ayat (4)
sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa
mengenai Tukar Menukar Tanah Kas Desa.

Pasa138K

(I) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah Kas
Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38J dan
fotokopi sertipikat tanah pengganti atas nama
Pemerintah Desa ,

(2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan hasil
laporan Tukar Menukar Tanah Kas Desa kepada
Gubernur untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri
melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

7. Ketentuan Paragraf Kedua Bagian Kesatu BAB XII diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kedua
Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum

8. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasa139

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk

dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dilakukan dengan
pemberian ganti kerugian berupa tanah atau uang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 3 (tiga) pasal,
yakni Pasal 39A,Pasal 39B dan Pasal 39C sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasa139A

(1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 dengan pemberian ganti
kerugian berupa tanah dilakukan dengan ketentuan:

a. Aset Desa berupa tanah yang akan dilakukan Tukar
Menukar untuk pembangunan bagi kepentingan
umum merupakan wilayah kerja pembangunan bagi
ke-pentingRn Umll1TI RehRga\1TIRnR te-r1TIURt oR1am
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penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. telah terjadi kesepakatan antara instansi yang
memerlukan tanah dengan pemerintah desa yang
telah disetujui dalam Musyawarah Desa mengenai
nilai Aset Desa berupa tanah yang dimohon dan
tanah nenvcanti sebesar nilai nenvsarrtian waiar haail

.I. II...Jc....JI .L LJlL7 oJ

perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan
mengikat serta lokasi tanah pengganti;

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh
Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa.

(3) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak pemohon
untuk bertanggung jawab atas segala hal yang
ditanggungkan dalam proses pelaksanaan tukar
menukar tanah kas desa sampai dengan terbitnya
sertipikat tanah pengganti menjadi atas nama
Pemerintah Desa.

Pasa139B

(1) Ganti kerugian berupa tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39A ayat (1) dilakukan dengan pencarian
tanah pengganti oleh instansi yang memerlukan tanah
dengan melibatkan Pemerintah Desa, kecamatan, un sur
kabupaten dan Pemerintah Provinsi yang membidangi
pengelolaan Aset Desa serta tenaga penilai yang hasilnya
dituangkan ke dalam berita acara.

fr"\~."1"""'10 • j • J 1 J. 1 •\4' raern.a auar'a pencarran LClnClI! penggculll :seuClgCllIIlClIlC:l
dimaksud pada ayat (1), dilampiri:

a. dokumen proses pencarian tanah pengganti mulai
dari pengumuman, pendaftaran tanah, verifikasi
administrasi, scortnq, cek lokasi, dokumentasi
kegiatan, hingga penetapan tanah pengganti;

b. surat permohonan pelaksanaan musyawarah desa
mengenai persetujuan tanah pengganti dari
_____ =_+ .......1- ,.1 ........t"'\_ 1...,....__ ,.1,... nDT"\.
P\_,j..J.J.~_-J..J.J.J.l-a.J.J. u.~..::>a. n.~ pa.u.a. .L..JJ. J.J,

c. surat ..undangan, notulen, daftar hadir, berita acara,
dan dokumentasi musyawarah desa mengenai
persetujuan tanah pengganti;

d. berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana
huruf c, memuat letak, luasan, harga wajar, tipe
tanah kas desa berdasarkan penggunaannya;
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e. bukti kepemilikan tanah kas desa;

f. bukti kepemilikan tanah pengganti yang
menunjukkan pemilik tanah sarna dengan nama pada
alas hak atas tanah;

g. dalam hal terjadi peralihan hak maka melampirkan
bukti peralihan hak atas tanah;

h. Peta Bidang Tanah (PBT);

1. daftar inventarisasi Aset Desa yang menunjukkan
tanah kas desa tersebut sudah tercatat sebagai Aset
Desa yang diketahui kepala desa;

J. surat pernyataan tidak sengketa atas tanah kas desa
yang ditandatangani kepala desa dan atas tanah
pengganti yang ditandatangani pemilik tanah,
bermeterai;

k. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang
mencantumkan tahun perolehan, letak, luasan, batas
bidang tanah, dan status tanah, dengan diketahui 2
(dua) orang saksi dan bermeterai;

, n J T"'\ , " j 1 ""r\ " , n"'\ 1 J I r'\ -ro.T'VT\\ T""lo ~ 1
1. ourat. r-enroern.arruari rClJClK1en1uLClng\,::,rr 1} rClJClK

Bumi Bangunan (PBB) tanah kas desa dan tanah
pengganti beserta bukti pembayarannya;

m. nilai tanah kas desa yang ditukar dan tanah
__________ ....: 1... __ ...3 1 1-. __ :1 1_:-'- -'- _
PCll!=:,!=:,cUlL.1 UCl Ud::sCtl Kct.ll lld::Sll PClllll. Ull!=:,Ctll lCllct.!=:,ct.

penilai; dan

n. rancangan peraturan desa mengenai persetujuan
Tukar Menukar tanah kas desa dengan ganti

(3) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak kesepakatan.

(4) Biaya pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dibebankan kepada instansi yang
memerlukan tanah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasa139C
(1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3gB diutamakan berlokasi di Desa setempat.

(2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti
dapat berlokasi dalam satu kecamatan danfatau Desa di
kecamatan lain yang berbatasan langsung.

(3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana
dlrnak.strd pada ayat tl) datI. ayal (2) lid.~k t~iti~d.ia, tan.w].
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pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain dalam satu
wilayah kabupaten.

(4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dirnaksud pada
ayat (3) dilakukan setelah tim pencari tanah tidak
menemukan tanah pengganti sebagaimana ketentuan
pada ayat (1)dan ayat (2)yang dituangkan dalam berita
HC8r8.

10.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasa140

(1) Berdasarkan hasil pencarian tanah pengganti
sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 39C Kepala Desa
mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar
kepada Gubenur melalui Bupati yang diketahui Carnat
dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah
dan surat permohonan dari instansi pemohon terkait
Tukar Menukar tanah kas desa.

(2) Bu.pal.i rnenyampaikun perrnuhorrari :seuagaiIIlana

dimaksud pada ayat (1)paling lama 14 (empat belas) hari
kerja setelah dokurnen diterima lengkap dan benar
kepada gubernur untuk rnendapatkan persetujuan.

(3) Persetujuan Gubernur sebagai dasar Kepala Desa
menetapkan Peraturan Desa mengenai Tukar Menukar
Tanah Kas Desa.

11.Ketentuan Pasal 41 dihapus.

12.Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasa142

(1) Dang Ganti Kerugian Tanah Kas Desa apabila setelah
dibelikan tanah pengganti masih terdapat selisih sisa
uang atau uang ganti rugi yang tidak mencukupi untuk
dibelikan tanah pengganti rnaka digunakan untuk
belanja modal selain tanah.

(2) Selisih sisa uang atau uang ganti kerugian yang tidak
mencukupi untuk dibelikan tanah pengganti

,,~ ..._" 1 , J f'1' 1·J 1 _"' 1'"
:seuagalluana urmais.auu paua ayaL p_, UILeLapKaIl paung

banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah
termasuk biaya kerugian fisik, kerugian non fisik, dan
beban masa tunggu.

(3) Selisih uang sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)
disetorkan ke rekening kas desa dan penggunaannya
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ditetapkan dalam APB Desa untuk kepentingan desa
dalam bentuk belanja modal.

13. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 'L luua) pasal
yakni Pasal 42A ayat (1)dan ayat (2)dan Pasal 42B ayat (1)
dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasa142A

(1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah Kas
Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan
Desa mengenai Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan foto
copy sertipikat tanah pengganti atas nama Pemerintah
Desa.

(2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan hasil
laporan Ttrkar Merrukar 'T1'-mHh KRS DpSH

Gubemur.

Pasal42B

(1)Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dengan bentuk ganti
kerugian berupa uang dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Ketentuan mengenai Tukar Menukar Aset Desa berupa
tanah dengan bentuk Ganti kerugian berupa uang untuk
Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud Pasal
38A sampai dengan Pasal 38K berlaku mutatis mutandis
rerhada'n Tukar Merrukar Aset Desa beruna tanah baci

L L ~

Pembangunan untuk kepentingan umum.

14. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasa143

(1) Tukar Menukar tanah kas Desa untuk bukan
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 huruf c, dapat dilakukan apabila ada kepentingan
sexror non pemerintahjswasta dengan tetap
memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang
wilayah.

(2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan uengan pengganl.ian berupa lanah.

(3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan:
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a. telah mendapatkan
pemanfaatan ruang

persetujuan
sesuai dengan

kesesuaian
ketentuan

b. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi
kesepakatan besaran ganti rugi nilai tanah pengganti
sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan
TnP,.,amln~k-~,., "'11~1 'UT~;~r 'h~Ql1 npr'hitllna~,., tp,.,~a~------00--------- ----~--" -J -- ------ .L -- --- - ---0-- -----0-
penilai;

(4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam
Pasa139G berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan
dalam Tukar Menukar untuk Inrkan kf'nf'ntln~n:m i rrm rm--~ -- --------- -- - ~-- -- ----0---- ----,--------

15. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasa144

Tukar Menukar tanah kas Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal43 ayat (1), dengan tahapan:

a. pihak pemohon menyampaikan permohonan kepada
Pemerintah Desa terkait maksud dari Tukar Menukar;

b. Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan
Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Menteri melalui
Bupati dan Gubernur dengan melampirkan berita acara
hasil pencarian tanah dan berita acara kesepakatan.

c. Bupati sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud
pada huruf b, melakukan verifikasi data dokumen dan
tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran
materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan
dokumen yang diajukan.

d. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud
huruf c, terlebih dahulu membentuk tim kajian
" ,I" , j ~ j-xaoupaien uengan KepUlu:san rxu.pa.u;

e. tim kajian sebagaimana dimaksud huruf d diketuai oleh
Sekretaris Daerah kabupaten yang beranggotakan
organisasi perangkat daerah dan terkait lainnya serta
....l~~_.-..4- _..__~_~ __ ___.::1~_.+-_.~ __4__1~.~--...- .,I,..._ .. ~;--~::- __ ~ __ .!1::-':~
Ui:tJ!i:tl .LlICH~l~Ul;:;Cl li:t~i:tll LCHi:t~i:t .I!Cll11i:tl,

f. tim sebagaimana dimaksud huruf d bertugas melakukan
verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk
mengetahui peluang keuntungan yang akan diperoleh
T"\._............. +~ __ + ~ =_,....1,.. .......+......._ _1"" = T""'\,..,.,...._
L''-i:>a i:>'-'p'-.L l..L 'pVl.'-.L.Li:>.L 'p'-.L.L.L.L.L5.t'1.al.a.L.L '-.t'I.V.L.LV.L.L.L.L L',-.:>a,

pendapatan Desa, dan pembangunan daerah;

g. hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf f
dijadikan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam
menerbitkan izin Tukar Menukar;
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h. penerbitan surat izin Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf d diterbitkan paling lama 60 (enam puluh)
hcr, "LrAr,c "'A,a"Lr ta"Y'lO"rral rln"Lrll1'Y\A"Y'I rl,tAr'1'Y\Q lA"Y'IO""Lran ria....,
.a. .... """.L.L ... ~ ........a.J""- \J"-"J"-"L.L~ \..........L.Lbb~.i. '-'L'-'.Llo..'-"L ....... .L_...... '-'L.L ... _ ....... .a..a. ............. - ....... b..LlIo..'-"-j:-' '-'L'-"-i. ....

benar;

1. surat izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf h
disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan
nprtirrlh~nO"~n llntnk npnprh1t~n 17.1n'l'nk~r l\t!pnllk~r olphr-~ -~~~~~-~~o-~-~~--~-r-~~-~~~--~~~-~~~- --~-~ ~.~--~-~--~-----

Gubernur;

J. pengajuan permohonan persetujuan tukar menukar
tanah kas desa kepada Gubenur dilaksanakan sesuai
oe:nSJ':::ln ke:te:ntll:::ln ne:r:::lhlr:::ln ne:nlnORnSJ'-11nO:::lnSJ':::ln-----0--- --- ----------- .1.- -- ------ ---- .L- -- ----------0 --------·--o----~

16. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 44A dan Pasal 44B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasa144A

(1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 huruf c, huruf f, dan huruf j, dilakukan untuk
mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian
tanah pengganti dengan dokumen yang disampaikan.

(2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan melibatkan unsur dari pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, Pemerintah
.,.-.. -r-s 1 T"'Io j ~ .",ue:sa, oauall r-errmasyawara.can ue:sa, leIIluaga
kemasyarakatan Desajlembaga adat Desa, pemohon,
pemilik tanah pengganti, penilai serta pihakj instansi
terkait yang dibuktikan dengan surat keputusan dari
instansi pemohon sebagai dasar legalitas tim dalam
melaksanakan tugas;

(3) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimuat dalam berita acara tinjauan lapangan
yang ditandatangani oleh para pihak dan! atau instansi
terkait.

(4) Berita acara tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)dilampiri:

r1 1 .o~"o-r~,,'V"Io +n~nh "I<""\_Q"V"Ion':l'Tn~+~ ~,."ln.~u. \.A.O.LC'J.men proses PV.L.L,-"u...I..LLt..L,LL<...l..L.Lu...&..l. P'-'.L..L55(....L1.J..LJ. .L.I..L\.A...LUJ.

dari pengumuman, pendaftaran tanah, verifikasi
administrasi, scoring, dokumentasi kegiatan, hingga
penetapan tanah pengganti serta berita acara
pencarian tanah pengganti;

b. surat permohonan pelaksanaan musyawarah desa
mengenai persetujuan tanah pengganti dari
pemerintah desa kepada BPD;
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c. surat undangan, notulen, daftar hadir, berita acara
dan dokumentasi musyawarah desa mengenai

d. berita acara hasil Musyawarah Desa mengenai
persetujuan tanah pengganti yang memuat letak,
luasan, harga wajar, tipe Tanah Kas Desa
berdasarkan penggunaannya;

e. profil perusahaan termasuk rencana gambar teknis
pembangunan dan struktur organisasi perusahaan;

f. bukti kepemilikan tanah kas desa;

g. bukti kepemilikan tanah pengganti yang
menunjukkan pemilik tanah sarna dengan nama pada
alas hak atas tanah;

h. dalam hal terjadi peralihan hak maka melampirkan
bukti peraiihan hak atas tanah;

1. Peta Bidang Tanah (PBT);

J. daftar inventarisasi Aset Desa yang menunjukkan
tanah kas desa tersebut sudah tercatat sebagai Aset
Desa yang diketahui kepala desa;

k. surat pernyataan kesanggupan dari pihak pemohon
untuk bertanggung jawab atas segala hal yang
ditanggungkan dalam proses pelaksanaan tukar
menukar tanah kas desa sampai dengan terbitnya
sertipikat tanah pengganti menjadi atas nama
Pemerintah Desa;

1. surat pernyataan tidak sengketa atas tanah kas desa
1·J I ., J • .,.,., ., j J 1.

yang un.anuacangarn Kepc::ua ue:sa uuri aLa:s i.arra.n
pengganti yang ditandatangani pemilik tanah,
bermeterai;

m. surat pernyataan penguasaan fisikbidang tanah yang
....l·....l~1~~_ ... ~ ~ __ ~ "- 1_--. __ 4-~1 ...._ .....-.__~_1~1_:--~ 1 ......-'-~'_
UlUi:l.Li:lJ.J.ll.LY d J.J..LC.L.LCd.L.LlU.L.L.LKd.L.L ld.L.LU.L.L _lJC.LU.LC.L.Ld.L1, .LCLdK,

luasan, batas bidang tanah, dan status tanah,
dengan diketahui 2 (dua) orang saksi dan bermeterai.

n. Surat Pernberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)Pajak
D., ..._~ D __ _...,.,. InDO\ +- __ ".....\...-. 1Y'__ A _
.LIU.L.L.L.L .LICL.L.L5U..L.La..L.L \.L .LI.LI} LCL.L.LCL.L.L n..CLi:> U....,i:>CL

~ ...... - ..__ ...... \....
ua..J.J. La..J..La.J.J.

pengganti beserta bukti pembayarannya;

o. nilai tanah kas desa yang ditukar dan tanah
pengganti berdasarkan hasil perhitungan tenaga

p. rancangan peraturan desa mengenai Tukar Menukar
tanah kas desa;

q. hasil kajian tim kabupaten; dan

r. dokumentasi pelaksanaan tinjauan lapangan.
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Pasal44B

(1) Penerbitan izin oleh Bupati, Gubernur, dan persetujuan
Menteri sebagai dasar Pemerintah uesa untuk
menetapkan Peraturan Desa mengenai Tukar Menukar
Tanah Kas Desa.

(2) Laporan hasil Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan
lampiran berupa dokumen Peraturan Desa, dan foto copy
sertipikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa
dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah Desa
sampai kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan Desa.

17. Ketentuan Paragraf Keempat Bagian Kesatu BABXII diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Keempat
Untuk Kepentingan Desa

18. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal45

(1) Tukar Menukar Tanah Kas Desa untuk kepentingan Desa
sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf d dapat
dilakukan dengan tetap memperhatikan rencana tata
ruang wilayah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(2) Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam rangka pembangunan Desa yang
merupakan kewenangan Desa, meliputi:

a. tambatan perahu;

b. pasar Desa;

c. temp at pelelangan ikan Desa;

d. tempat pelelangan hasil pertanian Desa;

e. pemandian umum Desa;

f. kesehatan dan pendidikan lokal Desa;

g. bangunan kantor desa, gedung pertemuan Desa,
gedung kesenian Desa dan gedung olah raga Desa;

h. embung Desa;

1. jalan pertanian Desa;

J. pos keamanan, pos kesiapsiagaan lingkungan Desa;

k. obyek wisata milik Desa;

1. .pemakaman Desa;
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m. lapangan olah raga Desa; dan

n. kepentingan desa lainnya sesuai peraturan
perundang- undangan.

(3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.

(4) Tanah Kas Desa yang ditukar berlokasi di Desa setempat
dan/ atau berlokasi di luar Desa.

(5) Tukar Menukar tanah kas desa yang berlokasi di luar
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
untuk meningkatkan efektifitas Pengelolaan Aset Desa
agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

(6) Tukar Menukar tanah kas desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

a. Pemerintah Desa memerlukan tanah untuk
pembangunan kepentingan Desa sesuai kewenangan
Desa;

b. terdapat besaran ganti rugi sesuai kesepakatan
dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan
tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat;

c. disetujui dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan
dengan Peraturan Desa setelah mendapat
persetujuan Bupati;

d. tanah pengganti berlokasi di Desa setempat;

e. pembiayaan Tukar Menukar sampai
penyelesaian sertipikat tanah pengganti
tanggungjawab Pemerintah Desa; dan

f. pembangunan untuk kepentingan Desa sebagairnana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama
pada tahun anggaran berikutnya.

dengan
menjadi

19.Ketentuan Pasal 46 diubah
berikut:

Pasa146
(1 \ UQ"Y'\tr\ln T"\aC\f"'"\ "t"V'\c:;..,......"'t,.n"t"Y'\"t""'\......~lTn"V"\ "V"!tc.,...."."...."hn"t"'\,......,...... """".a.,..C"-.o+.,.,~.,.,n.,......\..LJ .a.~VJ:-'u...1.Ll. LJ'-'~Ll. .L.1.J.v..L.1.'yu.J...L.1.pLl..I.~"_<.A...I..J_ pVJ..I.J..I..V.I..I.V.L.L(....L.J..L p ........I.\Jvl..'-A.J'-A.(...L.L.L

Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Bupati melalui
Camat dengan melarnpirkan berita acara Musyawarah
Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(2) Pelaksanaan verifikasi data dokumen dan tinjauan
lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf
c, sampai dengan huruf h, berlaku mutatis mutandis
dalarn pelaksanaan Tukar Menukar untuk kepentingan
Desa.

r
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(3) Penerbitan persetujuan Tukar Menukar oleh Bupati
diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
tanCYCTal rlnlr1l1'"Y'lP-n rl-itpr11'"Y'1a lpnCTlran rlan hp-nar...................bb ..........'-'I.'-' ....lIOo,_ ..........~.I. ................... _.a. .....&. ... .L ......... "'",",.L"'b.L~'-"L.t'"'" ~'fo.A"",,,,, ....... _ ...... '-"l..L.

(4) Penerbitan persetujuan Bupati sebagai dasar Pemerintah
Desa untuk menetapkan Peraturan Desa mengenai Tukar
Menukar Tanah Kas Desa.

(5) Kepala Desa melaporkan hasil peiaksanaan TUKar
Menukar Tanah Kas Desa untuk kepentingan Desa
kepada Bupati.

20. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 54 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal54

(1) Aset Desa yang tidak laku dijual pada Le1angpertama,
dilakukan lelang ulang satu kali lagi.

(2) Pelaksanaan le1ang ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.

(3) Dalam hal setelah
sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak juga laku dijual,
Kepala Desa menindaklanjuti dengan penjualan tanpa
le1ang.

(4) Dalam hal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka
dapat dilaksanakan pemusnahan.

21. Ketentuan Pasal 56 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 57 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3)
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasa157
(1) Aset Desa yang telah ditetapkan penggunaannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus
diinventarisasi dalam buku inventaris Aset Desa dan
diberi kodefikasi.

(2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam pedoman umum mengenai Kodefikasi Aset Desa.

(3) Penatausahaan Aset Desa menggunakan aplikasi yang
dikelola Kementerian Dalam Negeri.

23. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasa158
(1) Petugas / pengurus Aset Desa melakukan inventarisasi

Aset Desa paling sedikit 1 (satu] kali dalam 5 (lima)
tahun.
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(2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebelum berakhir
masa jabatannya, maka tetap melakukan inventarisasi
Aset Desa.

(3) Petugasj'pengurus Aset Desa menyampaikan laporan
hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga] bulan setelah
C;;!plpC;;!~lnu~ In'Upnt~riC;;!~C;;!l---- -----.] - --_. --- --- ----_.

24. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasa159

(1) Petugas / pengurus Aset Desa menyusun laporan Aset
Desa setiap semester untuk disampaikan kepada Kepala
Desa.

(2) Kepala uesa menyusun laporan Aset uesa setiap
semester sebagai bahan laporan Aset Desa.

(3) Laporan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca
Pemerintah Desa.

(4) Laporan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Bupati melalui Camat setiap
semester.

25. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasa167

berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilaksanakan
dengan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

26. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal67A

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah yang terjadi dengan
perorangan atau pihak lainnya yang belum terselesaikan
administrasi persetujuan tukar menukarnya sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak terdapat
sengketa dan dapat dibuktikan kebenarannya, dinyatakan
telah memerruhi keterrtuari Tukar Menukar Aset Desa berupa
tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini,
dengan ketentuan:

a. Pembuktian tidak sengketa paling kurang berupa surat
nernvataan tidak senzketa dan nenzuasaan tanah dari.... .." ,-,'" ........

para pihak.
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b. Pembuktian kebenaran Tukar Menukar paling kurang
berupa surat pernyataan dari kepala Desa berdasarkan

c. Hasil Musyawarah Desa, surat pernyataan dari kepala
Desa, dan surat pernyataan para pihak menjadi dasar
Kepala Desa untuk mengajukan permohonan
penyelesaian administrasi persetujuan Tukar Menukar
tanah kas Desa kepada Bupati.

d. Bupati menyelesaikan administrasi persetujuan Tukar
Menukar sebagaimana dimaksud huruf c dengan
memperhatikan rekomendasi tim yang dibentuk dengan
keputusan Bupati.

e. Tim sebagaimana dimaksud huruf d diketuai oleh
Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur
nerariakat daernh kahunaten dan rrihak instanai terkait
.L (.J .L",

lainnya.

f. Ketua dan anggota tim sebagaimana dimaksud huruf e
berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang, yang
bertugas untuk memastikan kebenaran dokumen secara
formil dan materiil.

g. berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud
pada huruf f Bupati memberikan persetujuan Tukar
Menukar tanah kas Desa; dan

h. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf g
sebagai dasar kepala Desa menetapkan peraturan desa
mengenai Tukar Menukar tanah kas Desa.

27. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal69

Format Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan
Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2),
Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang
Penghapusan Aset Desa yang Bersifat Strategis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32, Berita Acara dan Keputusan
T7 '\ T"- J -I T"\. '\ A J"T"""'I. 1 •1\..epaH:iuelSa rern.arig rengnapulSan filSel uelSa lSeuagauuana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Laporan Aset Desa, dan
Buku Inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasa158 dan Pasal59 ayat (2)sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

28. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa diubah
sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
mi.
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. 

   Ditetapkan di Pemalang 

           pada tanggal 30 Desember 2025                                                  

  BUPATI PEMALANG, 

ttd 

cap 

       ANOM WIDIYANTORO 

Diundangkan di Pemalang 

pada tanggal 30 Desember 2025                       

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG, 

ttd 

cap 

ENDRO JOHAN KUSUMA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 59 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum 

Setda Kabupaten Pemalang, 

${ttd_pengirim} 

WUWUH SETIYONO, S.H. 
Penata Tingkat I 

NIP. 198004212005011008 
 

${ttd}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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LAMPlRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN ASET DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN STATUS

PENGGUNAAN ASET DESA, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN

KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT

STRATEGIS, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA, FORMAT LAPORAN ASET DESA DAN

FORMAT BUKU INVENTARIS ASET DESA

A. Format Keputusan Kepala Desa ten tang Penetapan Status Penggunaan Aset

Desa

KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(1)---

NOMOR ---(2)---

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA ---(3)---,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset

Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, terhadap

Aset Desa yang digunakan untuk mendukung

pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan

t
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Pemerintahan Desa ditetapkan status penggunaanya

oleh Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Kepala Desa ---(4)---tentang Penetapan ~tatus

Penggunaan Aset Desa ---(5)---;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 ten tang Desa;

2. Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset

Desa;

4. Peraturan Gubernur .Jawa Tsngah mengenai f>eng~lolaan

Aset Desa (jika ada) ---(6)---

5. Peraturan Bupati Pemalang mengenai Pengelolaan Aset

Desa ---(7)---

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU Aset Desa berupa ::::::::(8)=::::sebagaimanatercanturn di dalam

lampiran keputusan ini ditetapkan status penggunaannya

menjadi aset milik Pemerintah Desa ---(9)--- untuk

mendukung penye1enggaraan Pemerintahan Desa;
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KEDUA

KETIGA

Melakukan Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU sesuai ketentuan perundang

undangan.

Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ---(10)---
pada tanggal ---(11)---
Kepala Desa --- (12)---,

---(13) ---

Petunjuk Pengisian:
(1) : Diisi Nama Desa;

(2) : Diisi Nomor SK;

(3) : Diisi Nama Desa:

(4) : Diisi Nama Desa;

(5) : Diisi Nama Desa;

(6) : Diisi Peraturan Gubernur mengenai Pengelolaan Aset Desa [jika ada)

(7) : Diisi Peraturan Bupati Pemalang mengenai Pengelolaan Aset Desa

(8) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset

Desa

(misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunan dsb);

(9) : Diisi Nama Desa;

(10) : Diisi Nama Desa;

(11) : Diisi tanggal, bulan dan tahun SK ditetapkan;

(12) : Diisi Nama Desa;

(13) : Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stample;
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Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---
Nomor : ---{2}---

: ---(3)---
: Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

Tahun
Tentang

DAFTAR ASET DESA '" (04) ... BERUPA TANAH KAS DESA

YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

Nama Kode Luas Tahun
NojTgl Alas

Nilai
No NUP Hak /Bukti Keteranzan

I Barang Barang (M2) Perolehan (Rp)
I

~

Kepemilikan

---(5)- ---(6)--- ---(7)--- ---(8)--- ---(9)--- ---(10)--- ---(11)--- ---(12)--- ---(13)---

--

JUMLAH ------------------------------------------------------

----(14)---, Tanggal ---(15)---

KEPALA DESA ---(16)---

Petunjuk Pengisian:

---(17)---

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8j

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

: diisi nama Desa, kecamatan & kabupaten Pemalang;

: diisi nomor sk;

: diisi nama Desa;

: diisi nomor urut:

: diisi nama barang;

: diisi kode barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;

: diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;

: diisi luas tanah dalam (m2);

: diisi tahun perolehan barang;
: diisi nomor, tanggal dan tahun bukti kepemilikan [sertifikat/Ietter c dll];

: diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);

: diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);

: diisi nama Desa;

: diisi tanggal, bulan dan tahun;

: diisi nama Desa;

(17) : diisi nama kepala Deaa, Landa Langan dan siernpel Desa.
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Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---
Nomor • ('J\_ __

• \"'"'I

Tahun
Tentang

: ---(3)---
: Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ... (4) ... BERUPA KENDARAAN BERIvIOTOR

YANG DITETAPKANSTATUS PENGGUNAANNYA

Nama
Nilai

.Jenis/ Kode NUP/ Merk/ Tahun
No 1\T~ Trlo.V"'+':'+I"'\C">

I
Dn.",.,.."l.ol".,.Iio"Vto r?o+o,....f"'t"T"""\rtn-v;

I I
.l.'V J.'-Av.LJ.L.i.Lc.A....:J .L VJ.VJ.V.L.lLl..L.L ... lr..v"' .......LLt..L.L5u...J..L

Kendara Barang KIB Type Perolehan
(Rp)

an

--- ---(6)--- ---(7)--- --- ---(9)- ---( 10)--- ---( 11)--- ---(12)--- ---( 13)---

(5)- (8)--- --
No. Polisi :

No. BPKB:

No. Rangka:

I I I No. Mesin

JUMl-i\fI ------------------------------------------------------

----(14)---, Tanggal ---(15)--

KEPALADESA ---(16)---

---(17)---
Petunjuk Pengisian:

(1) : diisi nama Desa, kecamatan & kabupaten Pemalang;

(2) : diisi nomor sk;

(3) : diisi tahun pembuatan sk;

(4) : diisi nama Desa;

(5) : diisi nomor urut:

(6) : diisi namajenis/kendaraan;

(7) : diisi kode barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;

(8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;

(9) : diisi merk./type kendaraan;

(10) : diisi tahun perolehan kendaraan;

(11) : diisi nomor identitas kendaraan;

(12) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
(13) : diisi keterangan (asal-usul, wama, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);

(14) : diisi nama Desa;

(15) : diisi tanggal, bulan dan tahun;

(16) : diisi nama Desa;
(17) : diisi nama kepala Desa, tanda tangan dan stempel Desa.
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Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---
Nomor . l'1L __. ,,._,,
Tahun
Tentang

: ---(3)---
: Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ... (4) ... BERUPA PERALATAN DAN IvIESII~

YANGDITETAPKANSTATUS PENGGUNAANNYA

Nama Kode I Merk I I Tahun
No

I
NUP Nilai (Rp) Keterangan

Barang Barang Type Perolehan

---(5)--- ---(6)--- ---(7)--- ---(8)--- ---(9)--- ---(10)--- ---(11)--- ---(12)---

JUMLAH ---------------------------------------------------

--- i i

----(13)---, Tanggal ---(14)---

KEPALADESA ---(15)---

---(16)---

Petunjuk Pengisian:

(1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten Pemalang;

(2) : diisi nomor sk;

(3) : diisi tahun pembuatan sk;

(4) : diisi namadesa;

(5) : diisi nomor urut:

(6) : diisi nama barang;

(7) : diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;

(8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;

(9) : diisi merkytype barang;

(10) : diisi tahun perolehan barang;

(11) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);

(12) : diisi keterangan (asal-usul, warna, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);

(13) : diisi nama desa;

{14} : diisi tanggal, bulan dan tahun;

(15) : diisi nama desa;
(16) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.
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Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---
Nomor . l'1'- __

• \"'" I

Tahun
Tentang

: ---(3)---
: Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ... (4) ... BERUPA BANGUNAN GEDUNG

YANGDITETAPKANSTATUS PENGGUNAAN~yrA
Luas Nilai

Nama Kode Jumlah No. Tahun
No NUP Bangunan (Rp) Keterangan

Un"V"lrn"lV\""'''''''' Qn"",r'It'V"!o¥Y Lantai T1\I!U Do_,....,lol.-.,.....,......
.4.JLl.J,...I.O~.I.J.CA...l...1. .LJU.J..u....I..L5 .LJ..V.L..L..I' .l. '-'.J.V.LVJ..J.<A..LJ.

(M2)

--- ---(6)--- ---(7)- --- ---(9)--- ---( 10)--- --- ---( 12)--- --- ---( 14)---

(5)- -- (8)- (11)- (13)---

JUML,J\tf ------------------------------------------------------

----(15)---, Tanggal ---(16)--

KEPALADESA ---(17)---

---(18;---

Petunjuk Pengisian:

(1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten Pemalang;

(2) : diisi nomor ski

(3) : diisi tahun pembuatan ski

(4) : diisi nama desa;

(5) : diisi nomor urut:

(6) : diisi nama bangunan;

(7) : diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;

(8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;

(9) : diisi jumlah lantai;

(10) : diisi luas bangunan (m2)

(11) : diisi nomor ijin mendirikan bangunan;

(12) : diisi tahun perolehan bangunan;

(13) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);

(14) : diisi keterangan (aeal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);

(15) : diisi nama desa;

(16) : diisi tanggal, bulan dan tahun;

(17) ; diisi nama desa;
(18) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

https://jdih.pemalangkab.go.id



34

Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---

. {0L__. \-..,

Tahun
Tentang

: ---(3)---
: Penetapan Status

Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ... (4) ... BERUPA JALAN IRIGASI JARINGAN

YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

Nama Kode I Ukuran I Tahun Nilai
No I NUP

1 I I
I. Keterangan

Barang Barang (M2) Perolehan (Rp)

---(5)--- ---(6)--- ---(7)--- ---(8)--- ---(9)--- ---(10)--- ---(11)--- ---(12)---

I I I I I
JUMLArI ------------------------------------------------------

----(13)---, Tanggal ---(14)--

KEPALA DESA ---(15)---

---(16)---

Petunjuk Pengisian:

[I] : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten Pemalang;

(2) : diisi nomor sk;

(3) : diisi tahun pembuatan sk;

(4) : diisi nama des a;

(5) : diisi nomor urut:

(6) : diisi nama barang;

(7) : diisi kode barang .sesuai kodefikasi Aset Desa;

(8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;

(9) : diisi ukuran [Panjang x lebar] m-;

(10) : diisi tahun perolehan barang;

(11) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
(12) : diisi keterangan [asal-u sul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);

(13) : diisi nama desa;

(14) : diisi tanggal, bulan dan tahun;

(15) : diisi nama desa;
(16) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

r
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B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis

BERITA ACARA
PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS

PEMERINTAH DESA ---(1)---
KECAMATAN ---(2)---

KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOiviOR ---(3)---
TAHUN ---(4)---

Pada ---(5)-Tanggal ---(6)--- kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku

pembantu dan pengelole./pengurus pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan

/penelitian atas Aset Desa berupa ---(7)---

Adapun hasil dari pengecekan zpenelitian atas Aset Desa yang diusulkan

tersebut disebabkan karena Pemindahtanganan Zputusan pengadilan Zhilang/

peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan manfaat penggunaannya tidak seimbang dengan

biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan.

Oleh karena itu, Aset Desa tersebut kami usulkan kepada Kepala Desa ---(8)---
__ • _ _.I_. __ 1_
UlllUK cllhapus clad Buku Inventaris Aset Desa

dilampiran bukti pendukung antara lain ---(11)---

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat kami

pertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selaku Pembantu

Desa ---(12)---, Tanggal---(1S)--

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Pengurus Aset Desa,

SEKRETARIS DESA

Pengelola Aset Desa

---( 14)--- ---( 15)---

Petunjuk Pengisian:
(1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten Pemalang;
(2) : diisi nama kecamatan;
(3) : diisi nomor SK;
(4) : diisi tahun pembl_1!\_t~J:lSK:
(5) : diisi nama hari;
(6) : diisi tanggal:
(7) : diisi nama barang;
(8) : diisi nama desa;
(9) : diisi nama desa;
(10) : diisi tahun berjalan;
(11) : diisi SK Tim, daftar barang, alas hak;
(12) : diisi nama desa;
(13) : diisi tahun berjalan;
(14) : diisi nama Sekretaris desa, tanda tangan dan stempel desa;
(15) : diisi nama PengurusjPengelola Aset Desa dan tanda tangan;
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C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa yang bersifat .

strategis

KABUPATENPEMALANG

KEPUTUSANKEPALADESA ---(1)---
NOMOR---(2)---

TENTANG
PENGHAPUSANASET DESAYANGBERSIFATSTRATEGIS

KEPALADESA ---(3)---,

Menimbang a. bahwa Aset Desa berupa ---(4)--- disebabkan karen a ---

(5)--- sehingga diperlukan Penghapusan dari buku

inventaris aset desa ---(6)--- Tahun ---(7)---;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan

Keputusan Kepala Desa ---(8)--- tentang Penghapusan

Aset Desa

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah;
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

ten tang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diu bah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nornor 1 Tahun 2016 ten tang Pengelolaan Aset

Desa;

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai Pengelolaan

Aset Desa (jika ada) ---(9)---

6. Peraturan Bupati Pemalang mengenai Pengelolaan Aset

Desa ---(10)---

Memperhatikan : 1. Berita acara usulan penghapusan Aset Desa Nomor ;;:::;
(11)---

2. Bukti pendukung aset desa yang dihapus berupa ---

(12)---

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

Keputusan Kepala Desa ---(13)--- tentang Penghapusan

Aset Desa berupa ---(14)--- disebabkan karena ---(15)---

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;

Menghapus aset desa sebagaimana tercantum dalam

lampiran surat keputusan ini dari buku inventaris aset desa

---(16)--- Tahun ---(17)--- sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku;

KETIGA Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal riitetapkan

dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ,::",,,(IS)?=,,:,

pada tanggal ---(19)---

Kepala Desa ---(20)---,

---(21)---

Petunjuk Pengisian:

(1) : Diisi Nama Desa;

(2) : Diisi Nomor SKi

(3) : Diisi Nama Desa:
(4) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset

Desa (misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunan dsb);
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(5) : Diisi sebab penghapusan;

(6) : Diisi nama Desa;

(7) : Diisi Tahun;

(8) : Diisi nama Desa;

(9) : Diisi Peraturan Gubernur mengenai Pengelolaan Aset Desa (jika ada);

(10) : Diisi Peraturan Bupati Pemalang mengenai Pengelolaan Aset Desa;

(11) : Diisi nomor berita acara;

(12) : Diisi bukti dokumen (foto, surat menyurat dll);

(13) : Diisi nama desa;

(14) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset

Desa (misalnya: tanah, peralatan mesinjkendaraan bermotor, gedung dan bangunan dsb);

(15) : Diisi sebab penghapusan;

(16) : Diisi Nama Desa;

(17) : Diisi tahun;

(18) : Diisi nama Desa;

(19) : Diisi tanggal, bulan dan tahun;;

(20) : Diisi Nama Desa;

(21) : DHsiNama Kepaia Desa, tanda tangan dan Stample.
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Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---
Nomor: ---(2)---
Tahun: ---(3}---
Tentang: Penghapusan Aset Desa

yang oepsifal strategis

DAFTAR ASET DESA BERSIFAT STRATEGIS ... (04}...

YANG DIHAPUSKAN

Nama Kode Luas Merkj Tahun
NojTgl Alas

Nilai
No NUP HakjBukti Keterangan

Barang Barang (M2) Type Perolehan (Rp)
Kepemilikan

---(5)- ---(6)--- ---(7)--- ---(8)--- ---(9)--- ---(10)--- ---(11)--- ---(12)--- ---(13)-- ---(14)---

-- -

.JUMLAH ------------------------------------------------------

~---(!~)---, T~ggg~! ---(16.)---

KEPALA DESA ---(17)---

---(18)---

Petunjuk Pengisian:

(1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten Pemalang;

(2) : diisi nomor ski

(3) : diisi tahun pembuatan ski

(4) : diisi nama des a;

(5) : diisi nomor urut:

(6) : diisi iiama OMan!?;;

(7) : diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;

(8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;

(9) : diisi luas tanah dalam (m2);

(10) : diisi merkj type barang;

(11) : diisi tahun perolehan barang;
(12) : diisi nomor, tanggal dan tahun bukti kepemilikan [sertifikatj letter c dill;

(13) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);

(14) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);

(IS} : diisi nama desa;

(16) : diisi tanggal, bulan dan tahun;

(17) : diisi nama desa;
(18) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.
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D. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

BERITA ACARA
PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA ---(1)---

KECAMATAN ---(2)---
KABUPATENPEMALANG
PROVINSI JAW A TENGAH

NOMOR ---(3)---
TAHUN ---(4)---

Pada ---(§)-Tanggai ---(6)--- kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku

pembantu dan pengelolajpengurus pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan

jpenelitian atas Aset Desa berupa ---(7)---

Adapun hasil dari pengecekanj penelitian atas Aset Desa yang diusulkan

tersebut disebabkan karena Pemindahtangananjputusan pengadilanjhilangj

kecurianjterbakar jrusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan

peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan manfaat penggunaannya tidak seimbang dengan

biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan.

Oleh karena itu, Aset Desa tersebut kami usulkan kepada Kepala Desa ---(8)---

untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa ---(9)--- Tahun ---(10)--- dengan

dilampiran bukti pendukung antara lain ---(11)---

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat kami

pertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selaku Pembantu

Desa ---( 12)---, Tanggal ---( 13)--

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Pengurus Aset Desa,

SEKRETARIS DESA

Pengelola Aset Desa

---( 14)--- ---( 15)---

Petunjuk Pengisian:
[L] : diisi nama ~esa, kecamatan & kabupaten Pemalang;
(2) : dUsi nama kecamatan;
(3) : diisi nomor SK;
(4) : diisi tahun pembuatan SK;
(5) : diisi nama hari;
(6) : diisi tanggal:
(7) : diisi nama barang;
(8) : diisi nama desa;
(9) : diisi nama desa;
(10) : diisi tahun berjalan;
(11) : diisi SK Tim, daftar barang, alas hak;
(12) : diisi nama desa;
(13) : diisi tahun berjalan;
(14) : diisi nama Sekretaris desa, tanda tangan dan stempel desa;
(15) : diisi nama PengurusjPengelpla Aset nesa dan tanna tangan:

r·
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E. Format Keputusan Kepala Desa ten tang Penghapusan Aset Desa

Menimbang

Mengingat

KABUPATENPEMALANG

KEPUTUSANKEPALADESA ---(1)---
NOMOR---(2)---

TENTANG
PENGHAPUSANASET DESA

KEPALADESA ---(3)---,,

a. bahwa Aset Desa berupa ---(4)--- disebabkan karena ---

(5)--- sehingga diperlukan Penghapusan dari buku

inventaris aset desa ---(6)--- Tahun ---(7)---;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa ---(8)--- tentang Penghapusan

Aset Desa

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah;
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diu bah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nornor 1 Tahun 2016 tentang Pengelnlaan Aset

Desa;

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai Pengelolaan

Aset Desa (jika ada) ~--(9)---

6. Peraturan Bupati Pemalang mengenai Pengelolaan Aset

Desa ---(10)---

Memperhatikan : 1. Berita acara usulan penghapusan Aset Desa Nnrnor :;==
(11)---

2. Bukti pendukung aset desa yang dihapus berupa ---

(12)---

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

KETIGA

Keputusan Kepala Desa :;:,=( 13)~=::tentang Penghapusan

Aset Desa berupa ---(14)--- disebabkan karena ---(15)---

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;

Menghapus aset desa sebagaimana tercantum dalam

lampiran surat keputusan ini dari buku inventaris aset desa

---(16)--- Tahun ---(17)--- sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku;

Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ---(18)---

pada tanggal ---(19)---

Kepala Desa ---(20)---,

---(21)---

KEDUA

Petunjuk Pengisian:

(1) : Diisi Nama Desa;

(2) : Diisi Nomor SK;

(3) : Diisi Nama Desa:
(4) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset Desa

(misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunan dsb.);
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(5) : Diisi sebab penghapusan;

(6) : Diisi nama Desa;

(7) : Diisi Tahun;

(8) : Diisi nama Desa;

(9) : Diisi Peraturan Gubernur mengenai Pengelolaan Aset Desa (jika ada);

(10) : Diisi Peraturan Bupati Pemalang mengenai Pengelolaan Aset Desa;

(11) : Diisi nomor berita acara;

(12) : Diisi bukti dokumen (foto, surat menyurat dU);

(13) : Diisi nama desa;

(14) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset

Desa (misalnya: tanah, peralatan mesinjkendaraan bermotor, gedung dan bangunan dsb];

(15) : Diisi sebab penghapusan;

(16) : Diisi Nama Desa;

(17) : Diisi tahun;

(18): Diisi nama Desa;

(19) : Diisi tanggal, bulan dan tahun;

(20) : Diisi Nama Desa;

(2 i) : BHsi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan Stample.
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Lampiran Surat Keputusan
Kepala Desa ---(1)---
Nomor: ---(2)---
Tanggal: ---(3)---
Tentang: Penghapusan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR ----(4)----

YANG DITETAPKAN UNTUK DIHAPUSKAN

Merk Nilai

Perolehan Keterangan

(Rp)

Kode Tahun

Perolehan
No. Identifikasi

Nama
No

Barang Barang /
Type

---(12)--- ---(13)---

NUP

---(5)- ---(6)--- ---(7)--- ---(8)--- ---(9)--- ---(10)--- ---(11)---

No.

Polisi

No.

Mesin

No.

Rangka

No.

BPKB

.JUMLAH ------------------------------------- o

----(14)---, Tanggal ---(15)---

KEPALA DESA ---(16)---

Petunjuk Pengisian:

(1) : Diisi Nama Desa;

(2) : Diisi Nomor Surat

@ ; PUl'\i TFmggalS\,lmt J{~pl.ltm31'lIlp.it~rbi~;

(4) : Diisi Nana Desa

(5) : Diisi Nomor Urut

(6) : Diisi Nama Barang yang akan dihapus;

(7) : Diisi Kode Barang sesuai Pedum Kodefikasi Aset Desa

(8) : Diisi Nomor Urut Pendaftanan Barang dalam buku inventaris

---(17)---
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(9) : Diisi Merk/Type Barang yang dibapuskan,

(10) : Diisi Tahun Perolehan Barang

(11) : Diisi Nomor Identifikasi Kendaraan (No. Polisi, Rangka, Mesin dan BPKB)

(12) : Diisi Nilai Barang yang dibapus

(13) : Diisi Keterangan secara lengkap terkait barang yang dihapus.

(14) : diisi nama desa;

nm ; I!ii!.\~!gngggl; bulan dgn t~1:ln;
(16) : diisi nama desa;

(17) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.
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Lampiran Surat Keputusan
Kepala Desa ---(1)---
Nomor: ---(2)---
Tahun: ---(3)--~
Tentang: Penghapusan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ... (04) ...

YANG DITETAPKANUNTUK DIHAPUSKAN

No
Barang Barang

---(5)- ---[6)--- ---[7)---

Merkj
NUP

Type
(Rp)

Keterangan

--

Tahun

Perolehan

---[8)--- ---(9)- - ---[10)---

Nilai

Perolehan

- -[11)--- ---(12)---

Nama Kode

----(13)---, Tanggal ---(14)---

KEPALADESA ---(15)---

---(16)---

Petunjuk Pengisian:

(1) : Diisi Nama Desa;

(2) : Diisi Nomor Surat;

(3) : Diisi Tanggal Surat Keputusan diterbitkan;

(4) : Diisi Nama Desa;

(5) : Diisi Nomor Urut;

(§) : ~tt!>!Nf\m~ §~@g yang akan ~Hhf\-Il4!>;
(7) : Diisi Kode Barang sesuai Pedum Kodefikasi Aset Desa;

(8) : Diisi Nomor Urut Pendaftanan Barang dalam buku inventaris;

(9) : Diisi Merk/ Type Barang yang dihapuskan;

(10) : Diisi Tahun Perolehan Barang;

(11) : Diisi Nilai Barang yang dihapus;
(12) : Diisi Keterangan secara lengkap terkait barang yang dihapus;

(13) : diisi nama desa;

(14) diisi tanggal, bulan dan tahun;

(15) diisi nama desa;
(16) diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.
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Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---
Nomor: ---(2)---
Tahun: ---(3)---
Tentang: Penghapusan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ... (04) ...

YANG DIHAPUSKAN

---(5) (6)---

Kode

-- (7)---

Luas MerkJ
NUP

(M2) Type

---(9)- - ---(10) --

Tahun

Perolehan

-(11) --

No/'Tgl Alas

Hak/Bukti

Kepemilikan

Keterangan
(Rp)

---(14)------(12)---

Nilai
No

Barang Barang

-(8)--

-T.~_" ..>-.~~ __ " »..,"~ "~~_"'~"M

_. --_ ,...._~_"'...~,...._._,_.,,...~. ._o.~._~...~w~ ,,~~~ __

Nama

1-.- .-...... - .,"" -.-.__ ..... ' .-.--..-,_",~.,..•.~-.~.."_,,, ....,.--.-,,,,,.~~---,,.-..

---(13)--

tIUMI-AH------------------------------------------------------

----( 15)---, Tanggal ---( 16 )---

KEPAI-ADESA ---(17)---

---(18)---
Petunjuk Pengisian:

(13) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten Pemalang;

(14) : diisi nomor sk;

(15) : diisi tahun pembuatan sk;

(16) : diisi nama desa;

(17) : diisi nomor urut:

(18) : diisi nama barang;

[] Q) : diisi kode QamP-g l:\~st~a,ilq~g~f~~!liA~~tDesa;
(20) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;

(21) : diisi luas tanah dalam (m2);

(22) : diisi merk/rype barang;

(23) : diisi tahun perolehan barang;
(24) : diisi nomor, tanggal dan tahun bukti kepemilikan [sertifikatj letter e dll);

(25) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
(26) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);

(27) : diisi nama desa;

(28) : diisi tanggal, bulan dan tahun;

(29) : diisi nama desa;
(30) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa,
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F. Format Laporan Aset Desa

Lampiran
Provinsi
Kabupaten
Kecamatan
Desa

: Jawa Tengah
: Pemalang
: ---(3)---
. "",,,{A,),oo,,=• .....~ _ ::to _.. ._

LAPORAN ASET DESA SEMESTER/TAHUNAN

RINCIAN PERKELOMPOK BARANG

TAHUN ANGGARAN ---(5}---

MUTASI SALDO
SALDO

PER 31
PER 1

BERTAMBAH BERKURANG DES EMBER
KODE NAMABARANG SATUAN JANUARI20. __

20 ...

KWAN NILAI KWAN NILAI KWAN NILAI KWAN NlLAI

TITAS (Rp) TITAS (Rp) TITAS (Rp) TITAS (Rp)
---(6)--- ---(7)--- ---(8)--- ---(9)--- ---(10)--- ---(11)--- ---(12)--- ---(13)--- ---(14)--- ---(10)--- ---(16)---

2.01.01.00 Tanah Kas Desa

2.01.01.01 T?l1?4 Bengkek

2.01.01.02 Tanah Bondo

-dst-

q:Ol;O~;OO Alat B~1'li'U"

3.01.01.01 Traktor

-dst-

3.01.02.00 Alat Besar Apung

3.01.02.01 Deredger

-dst-

3.01.03.00 Alat Bantu

3.01.03.01 Alat Penarik

-dst-

Mat Angkutan Darat
3.02.01.00

Berrnotor

Kendaraan Dinas Bermotor
3.02.01.01

Perorangan

-dst-

3.03.01.00 Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat Bengkel Bengkel
3.03.01.01

Bermesin

-dst-

3.04.01.00 Alat Pengelolahan

('
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;3,.04.01.01
Alat Pengelolahan Tanah dan

tanakan

-dst-

3.05.01.00 Alat Kantor
"- --,~ _ .. - - - - -_ .. - "- - -- ""-,,, __ . - -"...~- ,-""--

-"3-:05".01~b1 -'-"~Mesin KetIk"
.-~ ___ ~~"""' ___ ~~4'_' ". ••• ~ _ ...... ,7' • ...,...,.,_._._._ •. "~--.-.--.'"".~ _,.".- ~~-""-""-,.-...." "-~' .......~.... _-- ~.- _--_. ~-...- ..~-- ." --. - _. --.~. .. ..... ,. - ".

3.05.01.02 Mesin Hitung/Mesin Jumlah

-dst-

3.05.02.00 Alat Rumah Tangga

3.05.02.01 Meubelair

3.05.02.02 Alat Pengukur Waktu

-dst-

3.06.01.00 Alat Studio

3.06.01.01 Peralatan Studio Audio

-dst-

3.06.02.01 Alat Komunikasi Telepon

3.06.02.02 Alat Komunikasi Radio SSB

-dst-

3.06.03.01 Peralatan Pemancar MF/ MW

3.06.03.02 Peralatan Pemancar HF/ SW

-dst-

Peralatan Komunikasi

3.06.04.01 Navigasi Instrumen Landing

System

-dst-

3.07.01.01 Komputer Jaringan

3.07.01.02 Personal Komputer (PC)

-dst-

3.07.02.01 Peralatan Mainframe

3.07.02.02 Peralatan Mini Komputer - -. -- - ------ - -" ...- _-_. - -- ',.' .--.-_..~. -"- - - -- ." _-' --
J------- . -:dst:

3.08.01.01 Bor Mesin Tumbuk

3.08.01.02 Bor Mesin Putar

-dst

3.08.02.01 Bangka
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3.08.02.02 Pantek

-dst-

3.09.01.01 Peralatan Sumur Minyak

3.09.01.02 Sumur Pemboran

-dst-

3.09.02.01 RIG

-dst-

3.09.03.01 Alat Pengelolahan Minyak

3.09.03.02 Alat Pengelolahan Air

-dst-

3.10.01.01 Peralatan Olah Raga Atletikk

3.10.01.02 Peralatan Permainan

-dst-

4.01.01.01 Bangunan Gedung Kantor

4.01.01.02 Bangunan Gudang

-dst-

5.01.01.01 Jalan Desa

5.01.01.02 Jalan Khusus

-dst-
"~ .. ~

5.01.02.01 Jembatan Pada Jalan Desa

Jembatan Pada Jalan
5.01.02.02

Khusus

-dst-

5.02.01.01 Bangunan Waduk lrigasi

s.os.ni.nz Bangunan Pengambilan

lrigasi

-dst-

Bangunan Waduk Pasang
p:Q~:02:{n

Surut

5.02.02.02
Bangunan Pengambilan

Pasang Surut

-dst-

Bangunan Waduk
5.02.03.01

Pengembangan Rawa

t
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5.02.03.02
Bangunan Pengambilan

Pengembangan Rawa

-dst-

Bangunan Pengaman

5.02.04.01
Sungai/Pantai dan

IPenanggulangan Bencana

Alam

5.02.04.02
Bangunan Pengambilan

Pen(?jaman Sun~ai/Pantai

-dst-

5.02.05.0l
Bangunan Waduk

Pengembangan Sumber Air

5.02.05.02
Bangunan Pengambilan

Pengembangan Sumber Air

5.02.06.01
Bangunan Waduk Air

Bersih/ Air Baku

Bangunan Pengambilan Air
5.02.06.02

Bersih / Air Baku

-dst-

5.02.07.01
Bangunan Pembawa Air

Kotor

5.02.07.02 Bangunan Waduk Air Kotor

-dst-

5.03.01.01 Instalasi Air Permukaan

5.03.01.02
Instalasi Air Sumber /Mata

Air

-dst-

Instalasi Air Buangan
5.03.02.01

Domestik

Instalasi Air Buangan
5.03.02.02

lndustri

-dst-

Instalasi Pengolahan Sampah
5.03.03.01

Organik

Instalasi Pengolahan Sampah
5.03.03.02

Non Organik

-g~t-

Instalasi Pengolahan Bahan
5.03.04.01 Bangunan Percontohan
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5.03.04.02
Instalasi Pengolahan Bahan

Bangunan Perintis

-dst-

5.03.05.01 Jnstalasi Pembangkit Listrik

Tenaga Air (PLTA)

5.03.05.02
Instalasi Pembangkit Listrik

Tenaga Diesel (PLTQ)

-dst-

5.03.06.01 Instalasi Gardu Listrik Induk

Instalasi Gardu Listrik
5.03.06.02

Distribusi

-dst-

5.03.07.01 Instalasi lain

-dst-

5.04.01.01 Jaringan Pembawa

5.04.01.02 Jaringan Induk Distribusi

-dst-

5.04.02.01 Jaringan Transmisi

5.04.02.02 Jaringan Distribusi

=dst~

5.04.03.01
Jaringan Telepone diatas

Tanah

5.04.03.02 Jaringan Telepone dibawah

Tanah

-dst-

5.04.04.01 Jaringan Pipa Gas Transmisi

5.04.04.02 Jaringan Pipa Distribusi

-dst-

6.01.01.01 Buku

6.01.01.02 Serial

-dst-

6.01.02.01 Audio Visual

6.01.02.02 Bentuk mikro (Microform)

dst I I
\ 1
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6.01.03.01 Bahan Kartografi

6.01.03.02 Naskah (Manuskrip)jAsli

-dst-

6.02.01.01 Alat Musik

6.02.01.02 Lukisan

-dst-

6.02.02.01 Pahatan

6.02.02.02
Maket, Miniatur, Replika dan

Foto Dokumen

-dst-

6.02.03.01 Tanda Penghargaan

-dst-

6.03.01.01 Hewan Pengaman

6.03.01.02 Hewan Pengangkut

-dst-

6.03.02.01 Temak Potong

6.03.02.02 Temak Perah

-dst-

6.03.03.01 Hewan Lainnya

-dst-

6.04.01.01 Ikan Budidaya

-dst-

Crustea Budidaya (Udang,

6.04.02.01 Rajungan, Kepiting dan

sebangsanya) ._- --- -.-. - ._- .. ... .. .- - -
- .'-.~-' ""'''_'' --- - _ .. -_._- ...- - ~...... ~.- ~-~,,--...,- -. ---....-,-~-. ~-~" ..-,.~,,~~. . --- --_ . .-.- ..- .__ .•._- ---

.- ~dst':-
__,_._- -.'~""~". --- ...-.-~~--.~".... ".-- .._. ._ ...... -

Mollusca Budidaya (Kerang,

6.04.03.01 Tiram, Cumi-Cumi, Gurita,

Siijul dan Bebangsanya]

-dst-

Coelenterata Budidaya

6.04.04.01 [Ubur- Ubur dan Isebangsanya)

-dst-
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Echinodermata Budidaya

6.04.05.01 (Tripang, Bulu Babi dan

sebangsanya)

-dst-

6.04.06.01
Amphibia Budidaya (Kodok

dan sebangsanya)

-dst-
- _ ..

Reptilia BUdidaya {BUaya,

I6.04.07.01 Penyu, Kura-kura, Biawak,

Ular Air dan sebangsanya)

. -dst-

Mammalia Budidaya (Paus,

6.04.08.01 Lumba-lumba, Pesut,

IDuyung dan sebangsanya)

-dst-

Algae Budidaya (Rumput laut

6.04.09.01 dan tumbuh-tumbuhan lain

yang hidup di dalam air)

-dst-

6.04.10.01
Budidaya Bioata Perairan

lainnya

-dst-

6.05.01.01 Tanaman

-dst-

6.06.01.01 Aset Tetap Dalam Renovasi

-dst-

KortsfrUltsi Dillam
7.01.01.01

Pengerjaan

-dst-

8.01.01.01 Aset Tak Berwujud

-dst-
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8.02.01.01
Aset Tak Berwujud dalam

pengerjaan

-dst-

-.,.--(17)---, Tanggal ---(18)---

KEPALA DESA ---(19)---

---(20)---

Petunjuk Pengisian:

(1) : diisi nama Provinsi Jawa Tengah;

(2) : diisi nama Kabupaten Pemalang;

(3) : diisi nama Kecamatan;

(4) : diisi nama Desa;

(5) : diisi tahun;

(6) : diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;

(7) : diisi nama barang;

(8) : diisi satuan barang;

(9) : diisi kwantitasjjumlah barang;

(10) : diisi nilai barang (Rp);

(11) : diisi kwantitasjjumlah barang;

(12) : diisi nilai barang (Rp);

(13) : diisi kwantitasjjumlah barang;

(14) : diisi nilai barang (Rp);

(15) : diisi nilai barang (9 + 11 - 13);

(16) : diisi kwarttitaaj'jurnlah barang (10 + 12 - 14)

(17) : diisi nama desa;

(18) : diisi tanggal, bulan dan tahun;

(19) : diisi nama desa;

(20) : diisi nama kepala desa, tanda dan stempel desa.
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G. Format Buku Inventaris Aset Desa

Lampiran

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten : Pemalang

Kecamatan : ---(3)---

Desa : ---(4)---

BUKU INVENTARISASET DESA ---(5)---

TAHUN ---(6)---

MERKj BUKTI TAHUN UKURAN NILAI KET
NO KODE NAMABARANG NUP

TYPE KEPEMILIKAN PEROLEHAN (M2) (Rp)
-(07)- -(08)-- --(09)--- --(10)-- --(11)- -(12)-- --(13)-- --(14)-- --(15)-- -(16)-

2.01.01.00 Tanah Kas Desa

2.01.01.01 Tanah Bengkok

2.01.01.02 Tanah Bondo

dst

3.01.01.00 Alat Besar

3.01.01.01 Traktor

-dst-

,-,-,,",~ -~ .,- - .~-.-....... ,. - -- - - ...~. - -- - ~..----- ~.-~ - "Alar.13esar - - -- ",_.- ...... -",... -- _, -- - ,-, -- -~".- _.. ,--~-.-,__~,~--- -- ,_
- .

3.01.02.00
Apung

3.01.02.01 Deredger

-dst-

3.01.03.00 Alat Bantu

3.01.03.01 Alat Penarik

-dst-

Alat Angkutan
3.02.01.00

Darat Bermotor

Kendaraan

3.02.01.01 Dinas Bermotor

Perorangan

-dst-

Alat Bengkel dan
3.03.01.00

Alat Ukur

Alat Bengkel

3.03.01.01 Bengkel

Bermesin

dst-
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Alat
3.04..01.00

Pengelolahan

Alat

3.04.01.01
Pengelolahan

Tanah dan

tanakan

-dst-

3.05.01.00 Alat Kantor

3.05.01.01 Mesin Ketik

Mesin

3.05.01.02 Hitung/Mesin

Jumlah

-dst-

Alat Rumah
3.05.02.00

Tangga

3.05.02.01 Meubelair

3.05.82.02
Alat Pengukur

Waktu

-dst-

3.06.01.00 Alat Studio

Peralatan Studio
3.06.01.01

Audio

-dst-

Alat Komunikasi
3.06.02.01

Telepon

Alat Komunikasi
3.06.02.02

Radio SSB

-dst-

Peralatan

3.06.03.01 Pemancar

MF/MW

.Befalatilli

3.06.03.02 Pemancar

HF/SW

-dst-

Peralatan

Komunikasi

3.06.04.01 Navigasi

Instrumen

Laiiding system.
-dst-
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3.07.01.01
Komputer

Jaringan

Personal
3.07.01.02

Komputer (PC)

-dst-

Peralatan
3.07.02.01

Mainframe

Peralatan Mini
3.07.02.02

Komputer

-dst-

Bor Mesin
3.08.01.01

Tumbuk

3.08.01.02 Bor Mesin Putar

-dst-

3.08.02.01 Bangka

3.08.02.02 Pantek

-dst-

Peralatan Sumur
3.09.01.01

Minyak
- _. ,_._-- ,,,,,. .. - -. - - -

,--- ...~--...... "-Sumur -- _. - --- . - -.. -~""'-~-" ~.-. _. _. -. .--~ _·v_~·_,"~__ ·\-- ... '-'~---'-- _ -

3.09.01.02
Pemboran

-dst-

3.0~.O2.01 RIG

-dst-

Alat

3.09.03.01 Pengelolahan

Minyak

Alat
3.09.03.02

Pengelolahan Air

-dst-

Peralatan Olah
3.10.01.01

Raga Atletikk

Peralatan
3.10.01.02

Permainan

-dst-

1

Bangunan
4.01.01.01

Gedung Kantor

Bangunan
\4.01.01.02

Gudang

-dst- I
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5.01.01.01 Jalan Desa

5.01.01.02 Jalan Khusus

-dst-

Jemoaiari Pada
5.01.02.01

Jalan Desa

Jembatan Pada
5.01.02.02

Jalan Khusus

-dst-

5.02.01.01
Bangunan

Waduk lrigasi

Bangunan

5.02.01.02 Pengambilan

Irigasi

-dst-

Ban~nan

5.02.02.01 Waduk Pasang

Surut

Bangunan

5.02.02.02 Pengambilan

Pasang Surut

-dst-

Bangunan

5.02.03.01
Wq41-l~
Pengembangan

Rawa

Bangunan

Pengambilan
l5.02.03.0~

Pengembangan

Rawa

-dst-

Bangunan

Pengaman

Sungai/Pantai
5.02.04.01

dan

Penanggulangan
I Bencana AlamI

Bangunan

Pengambilan
5.02.04.02

Pengaman

Sungai/Pantai

-dst
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Bangunan

Waduk
5.02.05.01

Pengembangan

Sumber Air

Bangunan

5.02.05.02
Pengambilan

Pengembangan

Sumber Air

-dst-

Bangunan

5.02.06.01 Waduk Air

Bersih/ Air Baku

Bangunan

5.02.06.02 l.?engambiliili Alf

Bersih/ Air Baku

-dst-

Bangunan

5.02.07.01 PembawaAir

Kotor

5.02.07.02
Bangunan

Waduk Air Kotor

-dst-

Instalasi Air
5.03.01.01

Permukaan

Instalasi Air

I5.03.01.02 Sumber /Mata

Air

-dst-

Instalasi Air

5.03.02.01 Buangan

Domestik

Instalasi Air

~;Q:?;Q?;(:)g §~~!!g?:g
Industri

-dst-

Instalasi

5.03.03.01 Pengolahan I
Sampah Organik

Instalasi

Pengolahan

5~03;Q(3~Q2 Samp<ili Non
Organik

dst .1
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Instalasi

Pengolahan

5.03.04.01 Bahan

Bangunan

Percontohan

Instalasi

Pengolahan

5.03.04.02 Bahan

Bangunan

Perintis

-dst-

Instalasi

5.03.05.01
Pembarigkit

Listrik Tenaga

Air (PLTA)

Instalasi

5.03.05.02
Pembangkit

Listrik Tenaga
IDiesel (PLTD)

-dst-

Instalasi Gardu
5.03.06.01

Listrik Induk

Instalasi Gardu
5.03.06.02

Listrik Distribusi

-dst-

5.03.07.01 Instalasi lain

-dst- I

Jaringan
5.04.01.01

Pembawa

Jaringanlnduk
5.04.01.02

Distribusi

-dst-~~'.

Jaringan
5.04.02.01

Transmisi

Jaringan
5.04.02.02

Distribusi

-dst-

Jaringan

5.0'4.03.01 Tetepohe diatas

Tanah
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Jaringan

5.04.03.02 Telepone

dibawah Tanah

-dst-

5.04.04.01
.Jaritigan Pipa

Gas Transmisi

5.04.04.02
Jaringan Pipa

Distribusi

-dst-

6.01.01.01 Buku
6.01.01.02 Serial

-dst-

6.01.02.01 Audio Visual

Bentuk mikro
6.01.02.02

(Microform)

-dst-

6.01.03.01 Bahan Kartografi

Naskah
6.01.03.02

(Manuskrip)/ Asli

-dst-

6.02.01.01 Alat Musik

1ii;~g:C:)!\Qg J?1J~§~

-dst-

6.02.02.01 Pahatan
I

Maket, Miniatur,

6.02.02.02 Replika dan Foto

Dokumen

-dst-

Tiillda

\
6.02.03.01

Penghargaan

-dst-

Hewan
6.ti3.01.0i

Pengaman

Hewan
6.03.01.02

Pengangkut

-dst-

6.03.02.01 Temak Potong

6.03.02.02 Ternak Perah

-dst- \ \ \ J
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6.03.03.01 Hewan Lainnya

-dst-

6.04.01.01 Ikan Budidaya

-dst-

Crustea

Budidaya

o.ti4.tl~.bl
(Udang,

Rajungan,

Kepiting dan

Isebangsanya)

-dst-

Mollusca

Budidaya

(Kerang, Tiram,

I I6.04.03.01 Cumi-Cumi,

Gurita, Siput

dan

Sebangsanya)

-dst-

Coelenterata

6.04.04.01
Budidaya (Ubur-

Ubur dan

sebangsanya]

-dst-

Echinodermata

Budidaya

6.04.05.01 (Tripang, Bulu

Babidan

sebangsanya)

-dst-

Amphibia

Budidaya (Kodok
6.04.06.01

dan

sebangsanya) - --- -- - ..'.. - --~- -_. .- --- "-~- _'.-- - --
'" --- ~,--. .- - '" '" - - - -- -- - -- --~".-- -. -- -"--_"'. .:a:sr--

Reptilia

Budidaya

6.04.07.01 [Buaya, Penyu,

\
Kura-kura,

Biawak, Ular Air
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dan

sebangsanya)

-dst-

Mammalia

BtH:iidaya (BatH;,

Lumba-lumba,
6.04.08.01

Pesut, Duyung

dan

Isebangsanya)

-dst-

Algae Budidaya

(Rumput laut

Gan 1:lim5lili-
6.04.09.01

tumbuhan lain

yang hidup di
Idalam air)

-dst-

6.04.10.01
Budidaya Bioata

Perairan lainnya

-dst-

6.05.01.01 Tanaman

-dst-

6.06.01.01
Aset Tetap

Dalam Renovasi

-dst-

Konstruksi

7.01.01.01 Dalam

Pengerjaan

-dst-

Aset Tak
8.01.01.01

Berwujud

-dst-

Aset Tak

8.02.01.01 Berwujud dalam

pengerjaan

-dst-

TbTAL -------------------------------------------------- -------- -- -- -- ---
---- --- an al --- 18)---(17) ,T gg (
KEPALA DESA ---(19)---

---(20)---
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Petunjuk Pengisian:

(1) : diisi nama Provinsi Jawa Tengah;

(2) : diisi nama Kabupaten Pemalang;

(3) ; diisi nama Kecarnatan;

(4) : diisi nama Desa;

(p) ; giilOli nama q~~Fl;
(6) : diisi tahun;

(7) : diisi nomor urut;

(8) : diisi kode barang sesuai kodefikasi Aset Desa;

(9) : diisi nama barang;

(10) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;

(11) : diisi merle/type;

(12) : diisi bukti dokumen Zalas hak barang;

(13) : diisi tahun perolehan barang;

(14) : diisi luas tanah dalam (m2);

(15) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);

(16) ; diisi keterangan [asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll.yg dianggap perlu);

(17) : diisi nama desa;

(18) : diisi tanggal, bulan dan tahun;

(i~) : dHs1nama desa;

(20) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

~
PARA~~HIERARKI

KABID WIt. KA1 IN A$~EM Pj.
SEKDIN KESRA SEKDA

t I 1'".
,

I! ;;/
,

ANOM W DIYAN ORO
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